BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.791, 2016

KEMENKEU. BMN. Penggunaan. Tata Cara.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87/PMK.06/2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 246/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan  Barang Milik Negara/Daerah, telah
diterbitkan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor
246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara;

bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi
dan praktik Pengelolaan Barang Milik Negara, diperlukan
adanya penyempurnaan pengaturan mengenai
penggunaan Barang Milik Negara yang sebelumnya diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik

Negara;
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Mengingat

Menetapkan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik

Negara;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
246/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
(1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki
kewenangan dan tanggung jawab:
a. menetapkan status Penggunaan BMN;
b. menetapkan status Penggunaan BMN untuk
dioperasikan oleh pihak lain;
c. memberikan persetujuan Penggunaan

sementara BMN;



(2)

(3)

(4)
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d. menetapkan keputusan/memberikan
persetujuan alih status Penggunaan BMN; dan

e. melakukan pengawasan dan pengendalian
terhadap pelaksanaan Penggunaan BMN.

Kewenangan menetapkan status Penggunaan BMN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:

a. BMN berupa tanah dan/atau bangunan;

b. BMN selain tanah dan/atau bangunan:

1. yang memiliki bukti kepemilikan, seperti
sepeda motor, mobil, kapal, dan pesawat
terbang;

2. yang tidak memiliki bukti kepemilikan
dengan nilai perolehan di atas
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per
unit/satuan;

c. BMN yang dari awal pengadaannya
direncanakan untuk dilakukan
pemindahtanganan berupa Penyertaan Modal
Pemerintah Pusat (PMPP), kecuali ditetapkan
lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) secara fungsional

dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Direktur Jenderal dapat menunjuk pejabat

struktural di lingkungan Direktorat Jenderal untuk

melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung

jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga

Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 10
Permohonan penetapan status Penggunaan BMN
diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang
kepada Pengelola Barang paling lama 6 (enam) bulan
sejak BMN diperoleh.

Permohonan penetapan status Penggunaan BMN
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai

dokumen sebagai berikut:

a.

untuk BMN berupa tanah, yakni fotokopi

dokumen kepemilikan berupa sertipikat;

untuk BMN berupa bangunan:

1.
2.
3.

fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
fotokopi dokumen perolehan; dan

fotokopi dokumen lainnya, seperti Berita
Acara Serah Terima (BAST) perolehan

barang;

untuk BMN berupa tanah dan bangunan:

1.

fotokopi dokumen kepemilikan tanah
berupa sertipikat;

fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
fotokopi dokumen perolehan bangunan;
dan

fotokopi dokumen lainnya, seperti Berita
Acara Serah Terima (BAST) perolehan

barang;

untuk BMN selain tanah dan/atau bangunan:

1.

yang memiliki dokumen kepemilikan:

a) fotokopi dokumen kepemilikan, seperti
Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor
(BPKB), bukti pemilikan pesawat
terbang, bukti pemilikan kapal laut,
atau dokumen lain yang setara
dengan bukti kepemilikan; dan

b) fotokopi dokumen lainnya, seperti
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
atau Berita Acara Serah Terima
(BAST) terkait perolehan barang;

yang tidak memiliki dokumen kepemilikan

dengan nilai perolehan di atas

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per

unit/satuan, yakni fotokopi Berita Acara

Serah Terima (BAST) perolehan barang dan

dokumen lainnya;
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untuk BMN yang dari awal pengadaannya

direncanakan untuk dilakukan

pemindahtanganan dengan cara Penyertaan

Modal Pemerintah Pusat (PMPP):

1. fotokopi dokumen penganggaran, seperti
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);

2. fotokopi hasil audit Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah atau Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia;

3. fotokopi dokumen kepemilikan berupa
sertipikat, untuk BMN berupa tanah;

4. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
untuk BMN berupa bangunan;

5. fotokopi dokumen perolehan bangunan,
untuk BMN berupa bangunan;

6. fotokopi dokumen lainnya, seperti Berita
Acara Serah Terima (BAST) perolehan
barang; dan

7. fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST)
pengelolaan sementara BMN, dalam hal
BMN yang akan dijadikan Penyertaan
Modal Pemerintah Pusat (PMPP) secara
fisik sudah tidak  berada  dalam
penguasaan Pengguna Barang;

dalam hal dokumen penganggaran berupa

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1

tidak  secara tegas menyatakan  BMN

direncanakan untuk dijadikan Penyertaan

Modal Pemerintah Pusat (PMPP), maka

permohonan didukung dengan:

1) fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK);

2) fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L); atau

3) fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan
(POK);



